[image: image1.wmf]M

A

J

A

 

L

A

B

O

 

D

A

H

U


PERATURAN  DAERAH KOTA BIMA

NOMOR   10 TAHUN  2003
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang

:   
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 59 undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, perlu diatur mengenai kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan peraturan daerah.
Mengingat    
:  
1. 
Undang - undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) 
2. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38397);
3. Undang - undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188);
6. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 286);
7. Undang - undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
Dengan  Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

dan

WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BIMA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKLAN RAKYAT  DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan republic indonesia; 

b. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Bima;
c. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Kepala Daerah adalah Walikota Bima
d. Wakil kepala daerah adalah wakil walikota bima.

e. Dewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah kota bima.

f. Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah.

g. Uang pensiun adalah uang tunjangan yang di terima tiap-tiap bulan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya.
BAB II

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTANYA
Pasal 2 

Penghasilan tetap Pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari: 
a. Uang representasi;

b. Uang paket;

c. Tunjangan jabatan;

d. Tunjangan komisi;

e. Tunjangan Khusus;

f. Tunjangan perbaikan penghasilan.

Pasal 3 

(1) Pimpinan dan Anggota menerima uang representasi;
(2) Besarnya uang representasi bagi Ketua DPRD  paling tinggi 80 % dari gaji pokok Walikota;
(3) Besarnya uang representasi bagi Wakil Ketua DPRD  paling tinggi 90 % dari uang representasi Ketua DPRD;

(4) Besarnya uang representasi bagi Anggota DPRD  paling tinggi 90 % dari uang representasi Ketua DPRD;
(5) Selain uang representasi, kepada Pimpinan dan anggota DPRD di berikan tunjangan Keluarga dan tunjangan beras;

(6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawaai Negeri Sipil.


 Pasal 4

(1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan uang paket;

(2) Besarnya Unag paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50 % dri uang representasi yang bersangkutan.




Pasal 5

(1) Kepad pimpinan DPRD diberikan tunjangan jabatan.
(2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling tinggi 50% dari uang representasi yang bersangkutan.


Pasal 6

(1). 
Bagi anggota DPRD dalam kedudukanya sebagai ketua,wakil ketua,sekretaris dan anggota komisi diberikan tunjangan komisi.
(2). 
Besarnya tunjangan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a.
Ketua paling tinggi 20% dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
b.
wakil ketua paling tinggi 15 % dari tunjangan dari jabatan DPRD;

c.
sekretarias paling tinggi 15% dari tunjangan jabatan ketua DPRD.; 

d.
Anggota paling tinggi 10% dari tungan jabatan ketua DPRD;




Pasal 7
 Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan khusus.
Pasal 8
.
Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan perbaikan penghasilan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.
Bagian kedua
Tunjangan panitia

  Pasal 9
(1). 
Anggota DPRD dalam kedudukanya sebagai ketua,wakil ketua,sekretarias,dan anggota panitia diberikan tunjangan panitia.
(2).
Besarnya tunjangan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bereikut:

a. 
Ketua paling tinggi 15% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

b. 
Wakil ketua paling tinggi 10% dari tunjngan jabatan Ketua DPRD.

c. 
Sekretarias paling tinggi 10% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD 

d. 
Anggota paling tinggi 10% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

Bagian ketiga

Tunjngan kesejahteraan

Pasal 10

(1).
untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan,kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan tnjangan kesehatan.

 2). 
Tunjngan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk jaminan asuransi.


Pasal 11

Apabila pimpinan dan anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan:

a.
uang duka wafat sebesar 3(tiga) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi.

b.
bantuan bayi pengangkutan jenajah.


 Pasal 12

(1).
Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.

(2).
Wakil-Wakil ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.

(3). 
Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.
(4).
Apabila pimpinan  DPRD berhenti atau berakhir massa baktinya, rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah.

Pasal 13

Pimpinan dan anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 14

Pimpinan dan anggota DPRD yang berhenti dari jabatanya dapat disediakan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan daerah.

Bagian Keempat
Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 15

(1) 
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada belanja Sekretariat DPRD disediakan :
a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang;

c. Biaya Perjalanan Dinas

d. Biaya Pemeliharaan;

e. Biaya Penunjang kegiatan.

(2) 
Besarnya biaya penunjang kegiatan DPRD ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapat Asli Daerah sebagai berikut;

a. 
Sampai dengan Rp 2 milyar paling rendah Rp 75 juta dan paling tinggi sebesar 5%;
b. 
Di atas Rp 2 milyar sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 100 juta dan paling tinggi sebesar 4%;
c. 
Sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
d. 
Di atas Rp 5 milyar sampai dengan Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
e. 
Di atas Rp 10 milyar sampai dengan Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi 1,50%;
f. 
Di atas Rp 20 milyar sampai dengan Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi 0,80%;

g. 
Di atas Rp 50 milyar sampai dengan Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;

h. 
Di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%. 

B A B III
PENGELOLAAN KEUANGAN
 Pasal 16
Pimpinan DPRD dan sekretaris DPRD menyusunkan Rencana Anggaran Belanja DPRD
Pasal 17
Pengeluaran yang timbul sebagai akibat peraturan Daerah ini menjadi beban Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagianyang tidal terpisahkan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dan pertanggungjawaban keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 21

Peraturan tata tertib DPRD yang mengatur tentang hak keuangan DPRD yang telah dibuat disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap dapat orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Disahkan di Raba -  Bima
Pada tanggal 24 Desember 2003  

           WALIKOTA BIMA,

Diundangkan di Raba - Bima 
           M. NUR  A.  LATIF
Pada tanggal 24 Desember 2003  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

                  H. Usman AK 
LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2006 NOMOR 
PENJELASAN

PERATURAN  DAERAH KOTA BIMA

NOMOR 10 TAHUN  2003

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. PENJELASAN UMUM
Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sususnan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, bahwa sebagai Lembaga perwakilan di daerah, DPRD melaksanakan fungsi legislative sepenuhnya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat di daerah dan berkedudukan sejajar sebagai mitra Pemeritah Daerah.
Oleh Karena itu Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada DPRD perlu diberikan Hak-hak keuangan dan administratif yang di atur dalam Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..
Penetapan Kedudukan Keuangan daeraah dan aspek keadilan di kaitkan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan legislasi, pengawasan dan angggaran..
Atas dasar hal tersebut atas, dipandang perlu diatur Kedudukan Keuangan DPRD dengan Peraturan Daerah. 
II. 
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

: 
Cukup jelas

Pasal 2 
: 
Penghasilan tetap Pimpinan terdiri dari uang Represetasi, Uang paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Khusus dan Tunjangan Perbaikan penghasilan.


Penghasiln tetap anggota terdiri dari Unag Representasi, Uang paket, Tunjangan Komisi, Tunjangan khusus dan Tunjangan perbaikan Penghasilan.

Ayat (3)
: 
Cukup jelas
Pasal 4 Ayat (1)
: 
Yang dimaksud dengan Uang Paket dalam ketentuan ini adalah uang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menghadiri rapat-rapat Dinas di dalam Kota.
Ayat (1) 
:
Cukup Jelas

Pasal 5 
:
Cukup Jelas.

Pasal 6 
:
Cukup Jelas.
Pasal 7
: 
Cukup Jelas.

Pasal 8  
: 
Cukup Jelas.

Pasal 9  Ayat (1)
:
Panitia yang dimaksud ayat ini adalah Panitia-panitia sebagaialat kelengkapan DPRD yang dibentuk dan di sahlan oleh  Rapat Paripurna DPRD.
Ayat (2) 
:
Cukup jelas

Pasal 10 Ayat (1)
: 
Cukup Jelas.

Ayat (2)
:
Jaminan Ansuransi yang diberikan setara dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Pasal 11 huruf (a) 
: 
Cukup Jelas.

Huruf (b)
:
Biaya Pengangkutan jenazah diberikan kepada pimpinan atau Anggota yang tewas menjalankan tugas.

Pasal 12 Ayat (1) 
:
Rumah Jabatan dan kendaraan dinas dimaksud tidak mewah dan disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

Ayat (2) 
:
Cukup Jelas

Ayat (3) 
:
Cukup Jelas

Ayat (4) 
:
Penyerahan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jabatan.

Pasal 13 
:
Pakaian Dinas dimaksud terdiri dari PSH 2 (dua) kali setahun, PSR 1 (satu) kali setahun, PSL  1 (satu) kali lima tahun.

Pasal 14 Ayat (1) 
:


a. yang dimaksud belanja pegawai pada pasal ini adalah belanja pegawai sekretariat DPRD;

b. yang dimaksud belanja barang adalah belanja barang dan jasa yang diperlukan sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD;

c. yang dimaksud biaya Perjalanan Dinas adalah Biaya Perjalan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan sekretariat DPRD;
Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD standarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang tinggi sam dengan ketentuan Perjalanan Dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil di Daerah;

d. Yang dimaksud Biaya Pemeliharaan adalah biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas Ketuan dan Wakil Ketua DPRD serta sarana dan prasarana perkantoran sekretariad DPRD;

e. Yang dimaksud Biaya penunjang kegiatan adalah untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli peningkatan kapasitas Legislatif.

Ayat (2) 

: 
Cukup Jelas
Ayat (3) 

: 
Cukup Jelas

Pasal 15 

:
Rencana anggaran dimaksud dibahas bersama dengan eksekutif untuk selanjutnya dicantumkan dalam RAPBD. Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan di tetapkan dalam Lembaran Daerah. Ketua DPRD menetapkan keputusan sebagai dasar pelaksanaan oleh sekretariad DPRD.

Pasal 16 

:
Cukup Jelas

Pasal 17 

:
Ketentuan ini berarti bahwa pengajuan, pembahasan usulan anggaran DPRD berlakunya sama seperti usulan angaran perangkat daerah lainnya. Dengan demikian laporan pertanggung jawaban keuangan DPRD dan secretariat DPRD termasuk bagian dari laporan pertanggung jawaban akhir tahun Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Pasal  18 

:
Cukup Jelas

Pasal  19               :  cukup jelas

Pasal  20               :  cukup jelas

Pasal  21               :  cukup jelas

Pasal  22               :  cukup jelas
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